KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR: 01 /KB/KSD-KSPK/KTG/2024
NOMOR: 002/IT1.A/KS.00/2024

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat
(04-01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SUGIANTO SABRAN : Gubernur Kalimantan Tengah,
berkedudukan di Jalan RTA Milono No. 01,
Palangka Raya, berdasarkan  Surat
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 76 /P Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021
tentang Pengesahan Pemberhentian dan
Pengangkatan Gubernur Kalimantan
Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan
Tengah Masa Jabatan 2021-2024, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. REINI WIRAHADIKUSUMAH : Rektor Institut Teknologi Bandung,
berkedudukan, di Jalan Tamansari No. 64
Bandung 40116, berdasarkan Keputusan
Majelis Wali Amanat Institut Teknologi
Bandung Nomor 005/SK/I1-
MWA/KP/2020 tanggal 20 Januari 2020
tentang Pengangkatan Rektor Institut
Teknologi Bandung Periode 2020-2025,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama  Institut Teknologi  Bandung,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
Provinsi Kalimantan Tengah;

bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang

menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat; dan

bahwa di antara PARA PIHAK telah terjadi kesepakatan untuk menjalin kerja
sama terkait penelitian, pembangunan dan pengembangan daerah sebagai
bagian implementasi Tridarma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang
Statuta Institut Teknologi Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5452);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
(Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2018, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak
Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan
Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin
Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 5);

10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor
054A/PER/11.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Institut Teknologi Bandung.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK
bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan
Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada
Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program
kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi

sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mewujudkan visi dan misi
PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
a. Reklamasi pertambangan;

Rehabilitasi daerah aliran sungai dan kehutanan;
Pengelolaan lingkungan hidup;

Peningkatan sumber daya perikanan dan kelautan;
Bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.
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Pasal 3
PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan pelaksanaan program Kkerja sama ini dibebankan kepada
anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam
Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk keperluan pembahasan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PIHAK KESATU akan
menunjuk Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait di Provinsi Kalimantan
Tengah dan PIHAK KEDUA akan menunjuk Wakil Rektor/Lembaga/Fakultas
yang terkait dengan bidang yang akan dikerjasamakan.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur
kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum atau perubahan yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kesepakatan Bersama ini.

(2) Addendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya dapat
dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

(3) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat
melakukan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan
sekali.

(4) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing
untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan
mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang
yang telah disepakati bersama.



Pasal 7
KOMUNIKASI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan
Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara
langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan dengan alamat PARA
PIHAK sebagai berikut:

a.

PIHAK KESATU

Provinsi Kalimantan Tengah

U.p. . Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan
Tengah

Alamat :Jl. R.T.A. Milono No. 01, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon :(0536) 3221716 _

Email : hubungankerjasama@gmail.com.

PIHAK KEDUA

Institut Teknologi Bandung

U.p. : Biro Kemitraan

Alamat :Jl. Tamansari No. 64, Bandung 40116
Telepon : 022 4240250

Email : sekre-kemitraan@itb.ac.id

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya
oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut
pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,




